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Artinya : berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah
sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka
orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari
hartanya memperoleh pahala yang besar. ( Al — Hadiid ayat 7 )*

! Mushaf Al Azhar. Al Qur’an Dan Terjemah, ( Bandung : Raudatul Jannah, 2010 )
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ABSTRAK

MUHAMAD AL, 2017, “ Nafkah Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai
Talak di Pengadilan Agama Situbondo Pada Tahun 2014 - 2016.
Dibimbing oleh Bapak Muhaimin, M.HI

Banyaknya kasus perceraian yang terjadi di kabupaten Situbondo
pada saat ini serta penyelewengan terhadap kewajiban — kewajiban
penggugat membuat peniliti ingin mengetahui bagaimana proses penerapan
yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama maupun pihak — pihak terkait.

Dari fenomena yang terjadi di masyarakat yang dibahas diatas.
Penulis berusaha untuk menganalisis hasil putusan dengan yang terjadi
dimasyarakat. Permasalahan yang diangkat adalah: 1). Bagaimana
pembebanan nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak yang
terjadi di Pengadilan Agama Situbondo pada tahun ( 2014 -2016 ) ?. 2).
Bagaimana pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan nafkah iddah
dan mut’ah pada perkara cerai talak yang terjadi Pengadilan Agama
Situbondo pada tahun (2014 -2016 ) ?

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan. 1). Untuk mengetahui
landasan hukum bagi hakim pengadilan Agama Situbondo dalam
perkaracerai talak yang membebankan nafkah iddah dan mut’ah pada
mantan suami. 2). Untuk mengetahui pelaksanaan putusan hakim
pengadilan Agama Situbondo tentang pembebanan nafkah iddan dan
mut’ah dalam putusan perkara cerai talak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
metode kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskristif yang berlokasi
di kabupaten Situbondo. Tehnik pengumpulan data yang digunankan yakni
wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun untuk menguji keabsahan
data, penulis menggunakan triangulasi sumber.

Adapun hasil yang diperoleh penulis melalui penelitian ini, yakni:
(1) Pembebanan nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak di
Pengadilan Agama Situbondo dilakukan jika isteri mengajukan gugatan
rekonpensi terkait nafkah iddah dan mut’ah ataupun hakim menghukum
suami secara ex officio untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah. Namun
ketidakhadiran isteri selama proses persidangan berlangsung menjadi
kendala utama dalam pembebanan nafkah. (2) Pelaksanaan putusan hakim
tentang pembebanan nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak di
Pengadilan Agama Situbondo terdiri dari dua cara yaitu secara sukarela
dan secara paksa (eksekusi) oleh pengadilan. Hakim telah berupaya
melindungi hak — hak isteri dengan melakukan penundaan pengucapan
ikrar talak jika belum membayar nafkah iddah dan mut’ah.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia,
perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan yang sah, pergaulan laki- laki
dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan, manusia sebagai
makhluk yang berkehormatan, pergaulan hidup berumah tangga dibina
dalam suasana damai, tenteram dan penuh rasa kasih sayang antara
suami dan isteri.’ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menjelaskan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara
seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.?

Perkawinan menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi
menurut arti majazi ( mathaporic ) atau arti hukum ialah akad
(perjanjian) yang di jadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri
antara seorang pria dengan seorang wanita.’

Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari apabila
kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan
damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat
kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka

barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke

' Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, ( Yogyakarta: Ull Press, 2000 ), 1
2 Undang — Undang nomor 1 tahun 1974.
3 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, ( jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 1



pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik. Pengadilan merupakan
upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami dan isteri yang
berniat bercerai tadi dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan
cara musyawarah memakai penengah yakni hakim, untuk orang yang
beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama
sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri.

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap
isterinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami
untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu
kewajiban kepada mantan isterinya.” Pasal ini menentukan kewajiban dari
mantan suami berupa nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah untuk anak-anak.
Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari isteri berupa
gugatan rekonpensi, majelis hakim dapat menghukum mantan suami
membayar kepada mantan isteri berupa nafkah iddah, mut’ah dan nafkah
anak.

Salah satu akibat dari terjadinya perceraian adalah isteri menjalani
masa iddah, yaitu masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan
mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah
suaminya menceraikan dirinya. Hukum iddah adalah wajib bagi seorang isteri
yang ditalak suaminya, hal ini berdasar pada ketentuan dalam surat Al-

Bagarah Ayat 228.

* Undang — undang , No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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Artinya,” wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu)
tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang
diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah
dan hari akhirat.(al — bagarah 228).>”

Akibat dari perceraian Kkhususnya cerai talak bagi suami adalah
wajib memberikan mut’ah dan nafkah selama masa iddah bagi isterinya
yang telah dijatuhi talak. Mut’ah adalah pemberian mantan suami kepada
isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya,
sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a mengatur
bahwa mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi
talak berupa benda atau uang dan lainnya.® Kewajiban-kewajiban tersebut
melekat pada diri suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan
hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai talak dan tanggung
jawab nafkah dalam kasus perceraian itu sesuai dengan firman Allah
SWT dalam surat At Thalaaq Ayat 6.
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Artinya,” tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka

> Mushaf Al Azhar. Al quran dan terjemah, ( Bandung : Jabal Raudatul Jannah 2010 ), 36
® Sayyid sabig, figih sunnah, (jakarta : cakrawala publishing 2009 ), 118



untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri
yang sudah ditalag) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada
mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada
mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala
sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(ath — talaq
ayat 6).’

Hal ini juga ditegaskan dalam surat Al-Bagarah Ayat 241
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Artinya: “ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh
suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi
orang-orang yang bertakwa.”®
Dari penggalan ayat di atas dimaksudkan bahwa setiap wanita

yang ditalak berhak mendapatkan mut’ah (pemberian). Pemberian mut’ah
oleh suami kepada isteri yang ditalak hukumnya adalah wajib tetapi harus
disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami sendiri. Selain mut’ah,
kewajiban lain dari suami adalah memberikan nafkah selama masa iddah
kepada isteri yang telah ditalak, dengan jangka waktu pemberiannya menurut
keadaan isteri saat diceraikan. Kewajiban memberi nafkah oleh suami
kepada mantan isterinya akibat perceraian dalam kompilasi hukum islam
telah diatur dalam beberapa pasal yaitu :

1. UU No 1 Th.1974 Pasal 41 (c) : “Pengadilan dapat mewajibkan

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau

menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.”

; Mushaf Al Azhar. Al quran dan terjemah, ( Bandung : Jabal Raudatul Jannah 2010 ), 559
Ibid.,39



2. KHI Pasal 81 Ayat 1: “Suami wajib menyediakan tempat kediaman
bagi isteri dan anak-anaknya atau mantan isterinya yang masih dalam
masa iddah”.

3. KHI Pasal 152: “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari
bekas suaminya kecuali ia nusyuz.”

4. KHI Pasal 149 huruf a dan b: “bilamana perkawinan putus karena
talak, maka bekas suami wajib:

a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik
berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut gobla dukhul.

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama
dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak atau nusyuz
dalam keadaan tidak hamil.”®

Perkara cerai talak yang tercatat di Pengadilan Agama Situbondo
berdampak besar pada perlindungan yang harus diberikan hakim kepada
isteri yang ditalak. Karena dalam undang-undang tidak dicantumkan
hukuman bagi suami yang tidak membayarkan nafkah iddah dan mut’ah
kepada isterinya yang telah ditalak, sehingga ada kasus suami tidak
membayar nafkah iddah dan mut’ah secara sukarela. Putusan No.
0081/Pdt.G/2015/PA.Sit dan putusan No. 1115/Pdt.G/2016/PA.Sit.,
merupakan contoh yang mendeskripsikan mantan  suami  enggan
melaksanakan amar putusan yang berkaitan dengan kewajiban suami

terhadap isterinya. Selama isteri menjalani masa iddah suami tidak

% Undang — undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



membayar nafkah iddah dan mut’ah yang telah dibebankan padanya,
hingga empat bulan setelah hakim memutuskan perkara cerai talaknya,
suami tetap enggan membayar nafkah iddah dan mut’ah yang telah
dibebankan kepadanya.

Selain itu pada perkara cerai talak, ada beberapa putusan yang
ditemukan oleh sipenulis ketika melakukan pra — penelitian di Pengadilan
Agama Situbondo, terdapat putusan yang dalam amarnya tidak
ditentukan nafkah iddah dan mut’ah isteri selaku termohon, hanya
menjatuhkan talak saja, seperti pada Putusan N0.2039/Pdt.G/2015/PA.Sit
dimana isteri selaku termohon tidak memiliki pekerjaan sedangkan suami
selaku pemohon berkemampuan secara materi. Padahal dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ( tentang pelaksanaan undang — undang
nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ) Pasal 24 Ayat (2) huruf a
menjelaskan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas
permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat menentukan
nafkah yang harus ditanggung oleh suami baik berupa nafkah iddah dan
nafkah mut’ah. Melihat pentingnya nafkah iddah dan mut’ah bagi seorang
mantan istri yang terjadi di Pengadilan Agama Situbondo, Banyaknya
kasus perceraian yang terjadi di kabupaten Situbondo pada saat ini serta
penyelewengan terhadap kewajiban — kewajiban penggugat membuat
peniliti ingin mengetahui bagaimana proses penerapan yang dilaksanakan

oleh Pengadilan Agama maupun pihak — pihak terkait.



maka peneliti mencoba membahas masalah dengan memilih judul”
Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Perkaara Cerai Talak Di Pengadilan
Agama Situbondo Pada Tahun 2014 — 2016”".
Fokus Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan
masalah dalam penelitian ini secara khusus sebagai berikut:

1. Bagaimana pembebanan nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai
talak yang terjadi di Pengadilan Agama Situbondo pada tahun ( 2014 -
2016 ) ?

2. Bagaimana pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan nafkah
iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak yang terjadi Pengadilan
Agama Situbondo pada tahun ( 2014 -2016 ) ?

Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan dari penelitian tersebut ialah :

a. Untuk mengetahui landasan hukum bagi hakim pengadilan Agama
Situbondo dalam perkaracerai talak yang membebankan nafkah
iddah dan mut’ah pada mantan suami.

b. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan hakim pengadilan Agama
Situbondo tentang pembebanan nafkah iddan dan mut’ah dalam

putusan perkara cerai talak.



D. Manfaat dari penilitan tersebut ialah :

1.

Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi
acuan mengenai pembebanan nafkah iddah dan mut’ah dalam
putusan pengadilan, khususnya terhadap perkara cerai talak.
Secara teoritis, peneliti ini diharapkan dapat memberikan gambaran
yang jelas mengenai pandangan hakim pengadilan agama situbondo
dalam memutuskan perkara cerai talak yang membebankan nafkaf
iddah dan mut’ah setelah terbitnya UU No. 1 tahun 1974, serta
dampaknya bagi perlindungan wanita.
Manfaat secara praktis, penelitian ini dapat menjadi informasi dan ilmu
pengetahuan bagi:
(a) Peneliti
Penelitian ini bertujuan untuk memuaskan rasa penasaran
peneliti tentang apa yang menjadi landasan hukum bagi hakim
yang mengabulkan perkara cerai talak yang membebankan nafkah
iddah dan mut’ah pada mantan suaminya.
(b) masyarakat
penelitian  ini  diharapkan ~ mampu  memberikan
implikasi kepada masyarakat luas yang bermaksud mengetahui
seluk beluk pembebanan nafkah iddah dan mut’ah dalam

perkara cerai talak.



(c) Lembaga Pengadilan Agama
Bagi lembaga pengadilan agama, penelitian ini diharapkan
sebagai informasi pengetahuan aga dapat menjadi bahan
pertimbanagn pemutusan perkara cerai talak.
E. Definisi Istilah

Nafkah berarti mengeluarkan biaya, ini menjadi kewajiban karena
tiga hal, karena hubungan keluarga, karena pemilikan dan karena
perkawinan.*

Pengertian nafkah iddah dari segi etimologi, iddah yang jamaknya
adalah,idad berarti bilangan. Secara terminologi diartikan masa yang mesti
dilalui oleh seorang perempuan (yang bercerai dari suaminya) untuk
mengetahui bersihnya rahimnya dari kehamilan.*

Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada
isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan
kemampuannya.

Nafkah mut’ah adalah nafkah yang harus diberikan suami kepada
istri semata — mata untuk menyenangkan mantan istri dengan syarat, belum
di tetapkan nahar bagi istri ba’da ad — dukhul, perceraiyan atas kehendak

suami.'? Pengertian mut’ah dalam syari’at islam dikenal pemberian dari

10 A, Mudjab Mahalli, Menikahlah Engkau Menjadi Kaya, ( Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004 ),
550.

 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Figh, ( Jakarta: Kencana,2003 ), 141.

12 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, ( jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 164.
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suami terhadap istri yang telah di ceraikannya. Dan ukuran dari pemberian
nafkah mut’ah tersebut diukur dari kemampuan seorang mantan suami.*?

Nafkah mut’ah adalah pengeluaran dari suami yang di berikan
kepada pihak istri yang di ceraikan, nafkah mut’ah ini wajib di berikan
kepada mantan istri tanpa terkecuali, baik mantan istri tersebut nusyz atau
pun tidak, berbeda dengan nafkah iddah dimana nafkah iddah ini tidak bias
di berikan kepada pihak termohon atau istri apabila mantan istri tersebut
nusyuz ataupun tidak mematuhi suami selama masa pernikahannya nafkah
tersebut tidak hanya kepada mantan istri aja tetapi seorang suami harus
memberikan nafkah kepada anak apabila sudah mempunya seorang anak.

Talak adalah berasal dari kata al — ithlag, yang berarti melepaskan
atau meninggalkan, melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri
hubungan suami istri.™

F. Sistematikan Pembahasan

Sitematika pembahasan dimaksudkan untuk memberikan gambaran
umum mengenai susunan skripsi, melalui rencana BAB yang tersusun
secara sistematis dan konsisten pada setiap langkahnya. Rincian rencana
penulisan bab secara garis besar dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab
sebagai berikut:
1. Bagian muka terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing,

halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata

pengantar, kata pernyataan,dan halaman abstraksi.

13 sudarsono, pokok — pokok hukum islam, ( jakarta : rineka cipta, 2001), 227.
4 sayyid Sabig, figih sunnah 3, (Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia 2013 ), 525.
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. Bagian isi ( batang tubuh skripsi ) meliputi,

Bab satu. Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar
belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi
istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

. Bab dua. Bab ini berisi landasan teori yang terdiri: penelitian terdahulu,
pengertian nafkah iddah dan mut’ah, macam — macam iddah, dan hak —
hak istri dalam iddah.

. Bab tiga. Bab ini berisi tentang metode penelitian

. Bab empat. Bab empat. Bab ini berisi tentang sejarah Pengadilan
Agama Situbondo dan peneliti akan paparkan dengan mendeskripsikan
hasil temuan peneliti. Kemudian diikuti hasil analisa peneliti dengan
disertai penafsiran atau pemaknaan dari berbagai literatur dan temuan di
lapangan, yang disesuaikan dengan topik bahasan, yang menjadi kajian
penelitian.

. Berisi kesimpulan, saran dan penutup.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu penting dilakukan untuk mengetahui dimana letak

perbedaan dan persamaan yang akan peneliti angkat dengan penelitian yang

sebelumnya, sehingga nantinya tidak akan terjadi pengulangan dan peniruan (

plagiasi ) penulisan karya ilmiah yang sama, dengan berdasarkan beberapa

literatur yang berkaitan dengan “ Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara

Cerai Talak Di Pengadilan Agama Situbondo Pada Tahun 2014 — 2015” kajian

penelitian terdahulu tersebut, diantaranya yaitu :

Tabel 1.1
Persamaan Dan Perbedaan Dalam Penelitian Terdahulu
no | Nnama | Judul penelitian persamaan Perbedaan
1. M. Ulil | Pemberian - Sama - sama | Penelitian ini
Azmi Nafkah Iddah membahas tentang | membahas
Dalam Cerai nafkah iddah tentang
Gugat - Menggunakan pemberian
metode penelitian | nafkah iddah saja
kualitatif sedangkan
- peneliti
membahas
tentang nafkah
iddah dan mut’ah
serta objek
penelitian
berbeda
2. Arif Pelaksanaan - Sama - sama | Pembebanan
Dwi Eksekusi Nafkah membahas tentang | nafkah iddah dan
Priyant | Iddah Dan nafkah iddah dan | mut’ah pada
0 Mut’ah ( Studi mut’ah cerai talak
Kasus Terhadap | - Menggunakan sedangkan  Arif
Perkara No. metode penelitian | Dwi

12
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Mantan istri
Akibat Cerai
Talak

(Studi Kasus Di
Pengadilan
Agama Semarang
Tahun 2015)

talak
Menggunakan
metode penelitian
kualitatf
Pengumpulan data
menggunakan
wawancara,
dokumentasi.

131/Pdt.G/2005/P kualitatif minitikberatkan
A.SMN) Pengumpulan data | penelitiannya
menggunakan pada
dokumenter  dan | pelaksanaan
interview. eksekusi nafkah
iddah dan
mut’ah.
3. Siti Analisis Sama - sama | Pembebanan
Zulafka | Pelaksanaan membahas tentang | nafkah iddah dan
h Pemberian nafkah nafkah dan cerai | mut’ah yang

menjadi
titikberat dalam
penelitian ini dan
yang diteliti oleh
Siti Zulafkaf
menitikberatkan
pada pemberian
nafkah pada
mantan istri
akibat cerai talak

B. Kajian Teori

1. Pengertian Nafkah Iddah dan Mut’at

Pengertian nafkah iddah dari segi etimologi, iddah yang jamaknya

adalah,idad berarti bilangan. Secara terminologi diartikan masa yang

mesti dilalui oleh seorang perempuan (yang bercerai dari suaminya) untuk

mengetahui bersihnya rahimnya dari kehamilan.®

Nafkah bermaksud mengeluarkan dan membelanjakan. Dari sudut

istilah pula ia dapat didefinisikan sebagai mengeluarkan belanjaatau sara

hidup pada mereka yang wajib atas seseorang untuk membiayainya. Ada

jua dikalangan fukaha untuk mencukupkan dalam tujuh perkara asasi

> Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Figh, ( Jakarta: Kencana,2003 ), 141.
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kehidupan manusia yaitu makanan, lauk — pauk, pakaian, alat kebersihan,
perkakas rumah tangga, tempat kediaman dan pembatu rumah.

Pengertian mut’ah di dalam syariat Islam dikenal pemberian dari
suami terhadap isteri yang telah diceraikannya. Maksud pemberian
tersebut adalah untuk menyenangkan pihak isteri yang telah dicerai
tadi. Adapun ukuran dan jumlah pemberian sangat tergantung kepada
kemampuan suami.®

Mut’ah adalah suatu pemberian dari suami kepada istrinya sewaktu
dia diceraikannya. Pemberian ini diwajibkan atas laki — lakiapabila
perceraian tersebut atas kehendak suami. Tetapi kalau perceraian tersebut
kehendak istri maka nafkah tersebut tidak wajib.'’ Firman Allah dalam

Al-Qur’an ialah :

P
s, -7

- S z (-~ @t E I @t w .
(DO Bl (o292 70 (o8 a%ed
Artinya : Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu

dengan cara yang sebaik- baiknya. ( Al — Ahzab ayat 49 )

2. Dasar menetapkan jumlah nafkah

jika istri hidup serumah dengan istri, maka suami wajib
menanggung nafkahnya, mengurus segala kebutuhannya, seperti makan,
minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Dalam hal ini istri tidak

memiliki hak meminta nafkah tertentu, selama suami melaksanakan

kewajibannya itu.

16 sudarsono, pokok — pokok hukum Islam, ( Jakarta : Rineka cipta, 2001 ), 227
"' H. Sulaiman Rasjid, Figih Islam, ( Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010 ), 397
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Jika suami bakhil, tidak memberikan nafkah secukupnya pada istri
tanpa alasan yang benar, maka istri wajib menuntut jumlah nafkah tertentu
baginya untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal. Dan hakim
boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang di perolehnya, dan
mengharuskan suami untuk membayar jika tuduhan — tuduhan yang di
ucapkan istri ternyata benar.

Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang
baik, sekalipun tanpa diketahui oleh suaminya untuk mencukupi
kebutuhan apabila suami melalaikan kewajibannya. Bagi orang yang yang
mempunyai hak, ia boleh mengambil haknya sendiri jika mampu
melakukannya. Allah berfirman dalam Al — Qur’an,

€L gt I A A R
sl 5283 5485, A 250501 Jes

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para
ibu dengan cara ma'ruf. ( Al — Bagarah, 233)

Jadi, jelas bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang
berhak, yaitu dengan memberikan sesuai dengan kebutuhan. Dan bukan
menentukan jumlah nafkah yang dikhawatirkan terjadinya keborosan
penggunaan dalam hal tertentu. Maksudnya memberikan belanja
secukupnya dalam artian sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang
wajar bagi istri. Demikian sabda Rasulullah > dengan cara yang baik “
bukan sebaliknya, seperti boros atau Kkikir. Apabila suami tidak
memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka istri boleh

mengambil apa yang dapat mencukupi kebutuhannya, jika seorang dewasa
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dan berakal sehat,bukan orang yang pemboros atau orang yang berbuat
mubazir, Allah berfirman dalam Al - Qur’an :*®
2277 ety DG
(,KJ‘}J slealdl g5 Ny

Artinya : dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum
sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu).

3. Istri yang beriddah

Dalam masa iddah wanita (isteri) tidak boleh kawin dengan laki-
laki lain sebelum habis masa iddahnya. Dengan demikian dapat diambil
suatu pengertian bahwa iddah itu mempunyai beberapa unsur yaitu.

a. Suatu tenggang waktu tertentu

b. Wajib dijalani bekas isteri, kecuali gobla al dukhul

c. Karena ditinggal mati oleh suaminya maupun diceraikan oleh
suaminya.

d. Keharaman untuk melakukan perkawinan selama masa iddah.

Dalam masa iddah isteri, suami diwajibkan untuk memberi nafkah
kepada isteri yang telah diceraikannya, seperti yang dijelaskan dalam
firman Allah berfirman At Thalaag Ayat 6 yang telah penulis jelaskan
sebelumnya. Masa iddah isteri tidak berlaku jika qobla al dukhul dan
perkawinannya putus bukan karena kematian suami.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku | Bab | Pasal 1

Ayat (j) yang berbunyi “ mut’ah adalah pemberian mantan suami kepada

18 Drs. Slamet Abidin, Drs. H. Aminudin, Fikih munakahat, ( Bandung : CV Pustaka Setia, 1999 ),
173 -176

19 Sayyid sabig, Op.Cit, him. 118.

20 KHI pasal 135 ayat 1.
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isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.”
Menurut Hussein Bahreisj ditegaskan bahwa seorang isteri yang telah
dicerai berhak menerima hadiah perceraian dengan cara yang pantas.
Macam — macam iddah dan hikmahnya

Iddah ialah suatu waktu yang ditetapkan oleh syara’ untuk
menghilangkan kesan — kesan perkawinan yang lepas dengan sebab
berlakunya perceraian samasa hidup atau perceraian mati.?* Terdapat
beberapa ayat al qur’an dan banyak hadist yang menjelaskan
pensyari’atkan iddah, ulama’ sepakat mengatakan iddah adalah
disyari’atkan.?

Kesan pertama yang dapat dilihat dari seorang istri yang telah di
ceraikan ialah tanggungjawab menghabiskan masa iddah. Iddah
merupakan suatu jangka masa yang wajib di jalani oleh seseorang
perempuan yang baru di ceraikan oleh suaminya bagi memastikan
kekosongan rahimnya dari sebarang kandungan untuk membolehkannya
berkawin, apabila tamat temponya, dengan lelaki lain.

Masa iddah sebagai berikut :

a. Perempuan yang sedang beriddah raj’l adalah dilarang keluar dari
rumabh,
b. Bagi perempuan yang beriddah ba’in atau talaq tiga dilarang keluar

rumah berdasarkan umum ayat larangan itu untuk menjaga keturunan

2! Muhd Fauzi Muhammad, UU Keluarga Islam Dalam Empat Madzab ( Pembubaran Keluarga ),

83

22 Mustafa al — Khin, Kitab Fikih Mazhab syafi’l UU Keluarga ( Nikah, Talag, Nafkah Penjagaan
Anak, menentukan turunan,anak buangan ), 909
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karena keluar rumah itu menyebabkan suami mengkhawatiri akan
berlaku persetubuhan dengan orang lain dan akan bercampur
keturunan,

c. Bagi perempuan yang kematian suami ialah empat bulan sepuluh hari,

berdasarkan firman Allah,

g -

S B3 59530 piv" O il
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Artinya, Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu)
menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.
kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa
bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri
mereka ( Berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan )

menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu
perbuat. ( Al bagarah, ayat: 234 )

d. Manakala bagi perempuan yang beriddah sedang hamil maka iddahnya
sehingga melahirkan anaknya®, perempuan yang beriddah hamil wajib
tinggal di rumah yang biasa dia tinggal,

e. Bagi istri yang menopause beriddah selama tiga bulan.?*

Perempuan yang sedang beriddah wajib tinggal di dalam rumah (
berhak mendapatkan tempat tinggal ) mengikuti semua mazhad, kecuali
mazhab hambali. Perempuan tersebut di larang keluar rumah semasa

sedang beriddah pada perkawinan yang sah sama ada keluar pada waktu

2% Takyudin Abu Bakar Al — Husaini, Kifayatul Akhyar, ( Surabaya : Nurul Huda )
24 Dr. Ali Yusuf As — Subki, Figh Keluarga, ( Jakarta : Amzah, 2012 ), 351 — 356
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siang atau malam sama aja perceraian raj’l atau ba’in atau kematian suami,
sama ada istri kepada seorang yang merdeka berakal sampai umur dan
beraga islam atau istri kepada hamba.

Manakala hikmah adanya iddah adalah untuk mengetahui
bersihnya rahim seorang perempuan sehingga tidak tercampur antara
keturunan seseorang dengan yang lain. Adanya iddah juga untuk
memberikan kesempatan pada suami yang berpisah untuk kembali
kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut.

Selain dari pada itu kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud
sebelum suami istri sama — sama hidup lama dalam ikatan kerjanya. Jika
terjadisesuati yang mengharuskan putusnta ikatan tersebut, mereka harus
diberi tempo beberapa saat untuk memikirkannya dan memperhatikannya
apa kerugiannya.?

5. Hak — hak perempuan dalam iddah
a. Hak Perempuan yang taat dalam iddah raj’iyah
berhak menerima tempat tinggal ( rumah ) pakaian, dan segala
keperluan hidupnya dari yang menalaknya, kecuali istri yang durhaka
tidak berhak menerima apa — apa.
Sabda Rasulullah SAW. :

L 56 AT L Vg 30Uy L) Jn UYAGE e

Artinya : Dari Fatimah Binti Qais: saya dating kepada Nabi
Muhammad SAW lantas saya berkata : sesungguhnya

%% sayyid Sabig, Figih Sunnah,
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suami sifulan telah mengutus seseorang untuk
mentalakku, dan sesungguhnya saya meminta kepada
keluarnya nafkah dan tempat tinggal. ( H.R Ahmad dan
Nasai )
b. Hak Perempuan yang dalam iddah bain,
kalau ia hamil maka ia juga berhak atas kediaman, nafkah, dan
pakaian.

Firman Allah SWT :

S 27 o 7. G g 5o s 2 Er eo Eer
,.@.l.n‘ PR (&> ~,.((J.C/" |9.u.;/ U/J.A*g,\'_b\ ufu/b
Artinya : Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang
hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga
mereka bersalin, ( At — Thaalak ayat 6 )
c. Hak Perempuan dalam iddah bain yang tidak hamil,
baik bain dengan talak tebus maupun dengan tlak tiga, hanya

berhak mendapatkan tempat tinggal, tidak yang lainnya.

Firman Allah SWT, :
A S PR I L 1

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu ( At — Thaalak ayat 6 )

d. Hak Perempuan yang dalam iddah wafat
mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia
mengandung, karena ia dan anak dalam kandungannya telah mendapat

hak pusaka dari suaminya yang meninggal dunia.”®

26 H. Sulaiman Rasjid, Figih Islam, ( Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010 ) 416 — 420,
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6. Hak mut’ah

Mut’ah adalah harta yan di berikan kepada istri dengan sebab
perkawinan atau pemberian dari pada seorang suami kepada istrinya
sewaktu dia menceraikan istrinya. Jumlah atau pemberian adalah
berdasarkan kemampuan suami dan atas kerelaan kedua — duanya. Walau
bagaimanapun, mut’ah itu mesti tidak kurang dari separuh mahar.*’

Menurut imam syafi’l, mut’ah wajib di berikan oleh suaminya
kepada mantan istrinya yang bercerai hidup sama ada dengan thalaq atau
seumpama thalaq dengan syarat — syarat tertentu.

Tujuan pemberian mut’at adalah untuk merawat jiwa istri akibat
suatu perceraian dan juga sebgai bekalnya untuk memulai hidup baru.
Selain itu ada juga bagi menjaga kepribadiannya serta sebagai tanda
memuliakan dirinya untuk mengelak tanggapan masyarakat yang

senantiasa bersifat negatif terhadap istri yang di ceraikan. Allah berfiman

N\
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Artinya: “ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan
oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu
kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”?®

Kompilasi Hukum Islam mengatakan dalam pasal 158, pasal 159,

dan pasal 160.%

2" Mut’ah artinya bayaran sangu hati yang di berikan dari segi syarak hukum syarak kepada istri
yang di ceraikan.

28 Mushaf Al Azhar. Al quran dan terjemah, ( Bandung : Jabal Raudatul Jannah 2010), 39

2% Kompilasi Hukum Islam, 49
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7. Hukum pemberian nafkah
Ketentuan mu’ah sebagai implikasi yang muncul akibat perceraian,
untuk itu penulis akan memaparkan dalil — dalil yang menjadi dasar
hokum pemberian mut’ah.
a. Al-Qur’an

a) Q.S. Al — Bagarah ayat 236

/wz}ﬂs.J/

wlyﬁj\&wgu LT Al o) Kk fus Y
5 538 AT 5 8 gl J s i
/'l; />=’ l\J&L&:—d}Nb

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika
kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu
bercampur dengan mereka dan sebelum kamu
menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan
suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang
mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin
menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian
menurut yang patut. yang demikian itu merupakan
ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. ( Al
— Bagarah ayat 236 )

L3\
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b) Q.S. Al - Bagarah ayat 241 :

|\

13
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Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah
diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf,
sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang Yyang
bertakwa. (Al — Bagarah ayat 241 )*

%0 Mushaf Al Azhar. Al quran dan terjemah, ( Bandung : Jabal Raudatul Jannah 2010)
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c) Q.S. Al - Ahzab ayat 49

z
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi
perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu
ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka
sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang
kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka
mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang
sebaik- baiknya. (Al — Ahzab ayat 49 )
dari ayat diatas dapat di pahami secara umum bahwa seoran
suami yang menceraikan istrinya diperintahkan untuk memberikan
mut’ah. Adapun tentang wajib dan sunnahnya pemberian mut’ah.
8. Mut’ah dalam undang — undang
Dalam undang — undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 dijelaskan
bahwa apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban -
kewajiban tertentu yang harus dipenuhi ke bekas istrinya, kewajiban —
kewajiban tersebut diantaranya adalah memberikan biaya penghidupan dan
atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan ini
dimaksudnya agar bekas istri yang telah di ceraikan suaminya jangan
sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sebagaimana bunyi pasalnya:

“ pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan

biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.”
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Di samping UU tersebut, KHI juga mengatur masalah mut’ah,
diantaranya adalah :Pasal 149 :
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa
uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.*
Pasal 158
Mut’ah diberikan oleh bekas suami dengan syarat :
a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da al dukhul
b. Perceraian itu atas kehendak suami
Pasal 159
Mut’ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut
pada pasal 158
Pasal 160
Besarnya mut’ah  disesuaikan dengan kepatutan dan
kemampuan suami.*
9. Pendapat fikih
Disamping tanggungjawab suami memberikan nafkah dalam masa
perkawinan. Suami juga dikehendaki membayar nafkah istrei dalam masa
iddah karena perkawinan mereka masih lagi berterusan sehingga habis
tempo iddah.*

Mazhab maliki, syafi’l dan hambali sependapat mengatakan

perempuan yang diceraikan dengan thalak ba’in dalam keadaan hamil

31 KHI pasal, 149
%2 Kompilasi hokum islam, 152
%% Tugas makalah muammalah. Blogspot. Com
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berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Imam malik mengatakan
perempuan yang di talak ba’in oleh suaminya dilarang keluar rumah
sampai berakhir masa iddahnya, dan ia tidak berhak mendapat nafkah
melainkan dia hamil dan hendaklah diberi nafkah sehingga melahitkan.**

Nafkah bukan mewajibkan dengan semata iddah, bahkan nafkah
diwajibkan mengikuti peredaran masa. Apabila suami telah meninggal
dunia segala harta peninggalan berpindah kepada waris — warisannya.
Oleh itu, perempuan yang berkematian suami walaupun mengandung tidak
berhak mendapat nafkah, hanya mendapat pesaka sahaja daripada
peninggalan suaminya, mazhab hambali menyatakan bahwa perempuan
yang beriddah ba’in mengandung dan kematian suami, walaupun
mengandung daripada persetubuhan shubhah sekalipun  berhak
mendapatkan nafkah. Nafkah tersebut ditanggung daripada kematian
suaminya, tetapi jika suaminya jika tidak memiliki harti peninggalan,
maka nafkah tersebut di tanggung oleh wari — waris suaminya,
berdasarkan keluarga terdekat kepada suaminya yang meninggal.*
Istri yang tidak mendapat kan nafkah iddah dan mut’ah

Seorang istri juga bisa tidak dapat hak nafkah iddah dan mut’ah

apabila seorang mantan istri tidak mentaati seorang suaminya ( nusus ),

dalam Al — Qur’an Allah berfiman yang berbunyi

3 Al - Fadil Al Syeikh Muhammad Nuruddin Marbu Abdullah Al - Banjiri Al — Maliki, hukum —
hukum iddah dalam islam, 114
%% Muhd Fauzi, undang — undang keluarga islam dalam empat mazhab pembubaran perkawinan.
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Artinya “ Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap
tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya
Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan
perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu
menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan
isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan
sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan. ( An — Nisa’ ayat 128)°

Nusyuz dapat diartikan meninggalkan kewajiban bersuami
isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin
suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap
isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

Contohnya seperti seorang istri keluar rumah tanpa sepengetahuan

suaminya maka ini dinamakan nusyuz atau tidak taat pada suaminya.

Apabila suami melihat bahwa istri akan berbuat hal — hal semacam itu,

maka ia harus member nasihat dengan sebaiknya, kalau istrinya masih

berbuat durhaka maka hendaklah berpisah ranjang. Kalau istri masih
berbuat semacam itu, dan meneruskan keduhakaannya maka suami

harus memukil dengan tidak melukainya. Di jelaskan dalam Al -

Qur’an surat An — Nisa ayat 34.

% Mushaf Al Azhar. Al quran dan terjemah, ( Bandung : Jabal Raudatul Jannah 2010),
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Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)
atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-
laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu
Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah
telah memelihara ( mereka ). Wanita — wanita yang kamu
khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah
mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah
kamu  mencari-cari  jalan  untuk  menyusahkannya.
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.( An -
Nisa’ ayat 34)

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa

durhaka istri itu ada tiga tingkatan :

1.

Ketika tampak tanda — tanda kedurhakaannya maka suami berhak
menasehatinya.
Sesudah nyata kedurhakaannya suami berhak berpisah tidur
dengannya
Kalau masih durhaka suami berhak memukulnya

Dalam perbuatan nusyuz yang di lakukan oleh istri disini

ada beberapa cara dalam mengatasinya :
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11. Cara Mengatasi Nusyuz
1. Jiak istri mendapati perlakuan nusyuz dari suami maka istri dapat
melakukan beberapa hal.

a) bersabar terhadap perlakuan suami, karena dengan aikap sabar
diharap akan membuat suami sadar. Karena jika membalas dengan
perlakuan yang sama maka kedua — duanya akan terjebak pada
nusyuz dan fatalnya akan berakibat terjadinya syigoq yaitu
perseteruan yang berkepanjangan. Dengan istri bersabar menerima
sikap suami maka itu dihitung sabagai lahan pahala.

b) memperbaiki diri, istri terus berusaha memperbaiki diri dan
inteopeksi diri, mengapa suaminya bersikap nusyuz kepadanya,
adakah kekurangan kekurangan istri yang harus diperbaiki
sehingga suami tidak lagi berbuat itu.

c¢) istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah, agar diberikan
pilihan yang terbaik, ini jika nusyuznya sudah mencapai taraf
sigog, dan tidak ada pilihan lain

d) khuluk vyaitu mengajukan perceraian yaitu kesediaan untuk
membayar uang iwad (uang pengganti agar suami bersedia untuk
menceraikannya). Khuluk bisa diartikan permintaan cerai dari

pihak istri.’

37 http:// www. Butirankasihku. Wordpress.com/2014
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2. Jika suami mengalami perlakuan nusyuz dari pihak istri maka suami

dapat melakukan empat hal yaitu :

a)

b)

Memberi nasehat sebagai bentuk bimbingan dan tuntunan, ingatkan
dia : fa’i udzuuna beri mereka nasehat dengan kesabaran.
Sebelumnya intropeksi diri jangan — jangan sikap nusyuz istrinya
adalah timbul karena sebab dan akibat sikap suami itu sensiri. Jika
nasehat tidak bisa merubah aikap istri maka langkah berikutnya
akan diambil. Dalam Al — Qur’an Allah berfirman :
5, - P I N S P
Jomshad 7 a)s8b 0% 215
Artinya : Dan perempuan - perempuan yang kamu khawatirkan
nusyuznya maka nasehatilah mereka ( An — Nisa’ ayat
34)

Bagi suami hendakalah menjadi psikiater, sekiranya
menasehati istri dengan hal yang sesuai dengan bagiannya dan
menyelaraskan watak serta sikapnya, diantara hal yang dapat
dilakukan suami adalah :

Berpisah tempat tidur hal tersebut dengan memisahkan tempat
tidurnya dari tempat tidur istri, nebinggalkan pergaulan dengannya,

berdasarkan firman Allah :

z R AT
c>/-l.,a_a.” LEO’AJJ?"M)
Artinya : Dan tinggalkanlah mereka dari tempat tidur. ( An

— Nisa’ ayat 34)
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¢) Memukulnya dengan tidak melukai tidak boleh memukul bagian
wajah dan perut dan tidak boleh memukul dwngan alat yang
membahayakan. Rosullulloh saw bersabda “tidak dibenarkan salah
seorang dari kamu memukulkan dengan pemukul yang lebih dari
swpuluh helai lidi terkexuali untuk melakukan hal-hal yang
ditetapkan (hudud) Alloh” HR Al Bukhari Muslim .

d) Syigag mencari juru damai hingga kepengadilan untuk melakukan
proses perceraian. As syech Muhammad mengatakan “nasehat,
pisah ranjang, memukul itu merupakan bentuk tahapan mendidik
istri — latri menjadi wanita — wanita yang taat, wanita — wanita
yang soleh. Jika muncul jelas jelas mubbayyinah melakukan hal
hal yang tidak baik.*®

Islam itu indah, islam mengedepankan nasehat kepada
wanita dengan tujuan kebaikan, karena ajarannislam itu penuh
dwngan Rahmah. Untuk suami jangan sekali kali menjatuhkan
tala’ sebelum menasehati, lebih baik mengikuti dulu langkah —
angkahnya seauai ajaran Rosul. Jika tidak bisa baru bisa diambil
pilihan tala’Karena saat memilih sidia menjadi iatri atau
pendamping hidup pasti untik menjadi pasangan yang bahagia
yangntujuannya adalah membentuk rumah tangga yang sakinah
mawadah warohmah, tetapi ternyata kita masih mengikuti hawa

nafsu sehingga terjadi keinginan dalam rumah tangga. Demikian

%8 Dr. Ali Yusuf As — subki, Figih Keluarga, ( Jakarta : amzah, 2012 ), 307 — 315,
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yang dapat kami sampaikan, semoga bisa dijadikan ikhtibar
terutama buat saya pribadi buat keluarga saya, sehingga kedepan
bisa lebih baik lagi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 152 juga di jelaskan
bahwasanya seorang mantan istri akan mendapatkan nafkah iddah
dan mut’at kecuali nusyuz. Maka dapat disimpulkan bahwasanya
seorang mantan istri bias juga dapat nafkah apabila mentaati

mantan suaminya.

%9 KHI pasal 152



BAB Il1

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat
kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan
menguraikan suatu masalah. Peneliti berupaya untuk menjelaskan dan
menggambarkan tentang pembebanan nafkah iddah dan mut’ah pada
perkara cerai talak di Pengadilan Agama Situbondo dan pelaksanaan
putusan pembebanan putusan cerai talak di Pengadilan Agama Situbondo
pada tahun 2014 — 2016.

Sedangkan pengertian deskriptif disini adalah data yang
dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan
demikian laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk
memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari
naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen resmi lainnya.*

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kasus (case study) atau
penelitian lapangan (field research), yang mana penelitian ini lebih kepada
hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah

ditentukan.

“Mole Lexi J. Meleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Karya, 2002),

11.

32
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2. Obyek dan Subyek penelitian
a. Obyek penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan
sebagai lapangan penelitian atau tempat dimana penelitian tersebut
hendak dilakukan.

Adapun lokasi penelitian bertempat di kabupaten Situbondo.
Yaitu di Pengadilan Agama Situbondo, alasan pemilihan lokasi ini
karena adanya permasalahan tentang pembebanan nafkah dan iddah
dan pelaksanannya.

b. Subyek Penelitian

Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan
maka yang perlu dipertimbangkan adalah penentuan informan.
Informan dalam hal ini adalah orang yang memberi informasi tentang
sesuatu yang akan diteliti sesuai dengan kebutuhan terhadap data yang
akan dicari.

Penentuan subyek penelitian ini menggunakan teknik purposive
sampling, yaitu sampel bertujuan. Adapun informan yang dapat
ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu: Bapak M. Argom P. sebagai
majelis Hakim di Pengadilan Agama Situbondo Bapak Sugeng
Hariyadi, S.H. Sebagai Wakil Panitera di Pengadilan Agama Situbondo

Ibu Subyati dan Ibu Astutik sebagai tergugat dalam kasus cerai talak .
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3. Tehknik pengumpulan data
Untuk memperoleh data empiris yang sebaik — baiknya, diperlukan
adanya pengumpulan data yang tepat dan sesuai dengan masalah serta
obyek yang diteliti
Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam
mengumpulkan data - data, informasi dan fakta lapangan vyaitu
menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi.**
a. Observasi
Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang
diamati.*
Adapun data yang akan diperoleh melaui metode observasi ini
adalah
1) Tempat atau lokasi Pengadilan Agama Situbondo
2) Perkara cerai talak dan pembebanan nafkah iddah dan mut’ah
b. Interview
Interview dan wawancara adalah percakapan dengan maksud
tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yaitu
pewawancara ( interview ) vyakni pihak terwawancara yakni
memberikan jawaban ats pertanyaan.*®

Adapun data yang akan diperoleh melalui wawancara adalah:

*! 1bid.,308 - 332.
#2'3. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, ( jakarta: Rineka Cipta,2003 ), 6
*3 Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Rineka Cipta, 2008 ),186



35

a. Bapak M. Argom P. sebagai majelis Hakim di Pengadilan Agama
Situbondo
b. Bapak Sugeng Hariyadi, S.H. Sebagai Wakil Panitera di Pengadilan
Agama Situbondo
c. Ibu Subyati dan Ibu Astutik sebagai tergugat dalam kasus cerai talak
c. Dokumentasi
Yaitu carapengumpulan data mengenai hal — hala berupa catatan
;transkrip, buku, surat kabar, buku paket,dan lain — lain dalam hal ini
data yang termasuk adalah struktur organisasi, keadaan hakim, letak
geografis, saran prasaran yang diperoleh dari Pengadilan Agama
Situbondo. Data dukumentasi yang diperoleh dari penelitian ini ialah:.
a. Foto-foto hasil kegiatan observasi di Pengadilan Agama Situbondo
4. Metode Analisa Data
Data yang telah terkumpul, kemudian diklarifikasi dan diuraikan
secara sistematis, analisis data yang digunakan dalam penelitian iniadalah
penelitia kualitatif yaitu pemaparan kembali dengan kalimat sistematis
untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada.
Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan
metode induktif, yaitu metode yang digunakan ketika data masih bersifat
khusus yang kemudian dianalisis menjadi kesimpulan bersifat umum.
Kemudian hasil analisis tersebut dikomparasikan sehingga diketahui

persamaan dan perbedaannya antara nafkah iddah dan nafkah mut’ah.*

*3aifuddin azwar. Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004), 5
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5. Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang
dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah triangulasi sumber. Teknik triangulasi dilakukan peneliti dengan
membandingkan data yang diperoleh dari lapangan yaitu membandingakan
beberapa hasil wawancara dari sumber yang satu dengan sumber yang lain.
6. Tahap-Tahap Penelitian
Ada beberapa tahap dalam penelitian ini, adapun tahap-tahap
penelitian ini terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan
tahap analisis.
1. Tahap pra lapangan
a. Menentukan lokasi penelitian, yaitu di Pengadilan Agama
Situbondo
b. Menyusun proposal penelitian
c. Mengurus surat perizinan
2. Tahap pekerjaan lapangan
Setelah persiapan dianggap matang, maka tahap selanjutnya
adalah melaksanakan penelitian dalam tahap ini. Peneliti mengumpulkan
data-data yang diperlukan yaitu dengan menggunakan beberapa metode
yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan melibatkan
beberapa informan untuk memperoleh data. Yaitu Hakim, Panitera,

Pegawai Pengadilan Agama Situbondo.
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3. Tahap penyelesaian
Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari
sebuah penelitian. Pada tahap ini peneliti menyusun data kemudian
dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di

Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.



BAB 1V

PENYAJIAN DATA DAN ANALISA

Pada pembahasan ini akan diuraikan laporan hasil penelitian yang telah
dilakukan penelitian di lembaga Pengadilan Agama Situbondo adalah sebagai
berikut :

A. Gambaran Obyek Penelitian
Pada bagian akan mendeskripsikan gambaran obyek penelitian
secara umum dengan tujuan untuk mengetahui keadaan dan kondisi obyek
yang diteliti. Adapun yang menjadi obyek penelitian dalam penelitian ini ialah
Pengadilan Agama Situbondo. Berikut pembahasan mengenai Pengadilan
Agama Situbondo :
1. Sejarah Pengadilan Agama Situbondo
Tampak depan gedung kantor Pengadilan Agama Situbondo
Pengadilan Agama Situbondo dibentuk dan berdiri secara kelembagaan
bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasar Keputusan
Kerajaan Belanda tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 —
152. Kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat setelah amandemen
Undang Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam
pasal 24 ayat (2) yang berbunyi *°
“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan

*% www.pa-sit.go.id/page/sejarah-pengadilan ( 17 November 2017 )
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umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah
konstitusi”

Kewenangan Pengadilan Agama secara berangsung angsur
bertambah dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat yang
dituangkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain:

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957;

a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;
b. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;
c. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Pengadilan Agama Situbondo mempunyai gedung sendiri sejak
Tahun 1983 vyaitu terletak di Jalan Argopuro 45 Situbondo, yang
sebelumnya selalu berpindah pindah antara lain dengan menumpang di
Masjid Al Abror, menumpang di kantor Departemen Agama, menyewa
gedung di jalan Madura. Menempati gedung di Jalan Argopuro 45
Situbondo sampai tahun 1992 dan sejak tahun 1993 pindah kantor dengan
menempati gedung milik Pengadilan Negeri Situbondo di Jalan Jaksa
Agung Suprapto nomor 18 Situbondo Gedung kantor lama di JI. J.A.
Suprapto No. 18

Sesuai Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah
Agung RI tanggal 18 Oktober 2006 Nomor 30/BUA-PL/ S-KEP/X/2006

tentang pengalihan inventaris tanah dan bangunan dari Pengadilan Negeri

% 1bid.,
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Situbondo ke Pengadilan Agama Situbondo ditindak lanjuti pembangunan

gedung baru dengan DIPA Tahun 2007 maka sejak hari Senin 11 Pebruari

2008 Pengadilan Agama Situbondo menempati gedung baru dengan

alamat di JI Jaksa Agung Suprapto 18 Situbondo.

Sebagai catatan bahwa menjelang ditempati gedung baru tersebut

pada hari Jumat 8 Pebruari 2008 sekira pukul 11.30 tengah malam kota

Situbondo tertimpa musibah banjir termasuk gedung baru Pengadilan

Agama Situbondo. Akibat banjir tersebut telah menghanyutkan beberapa

barang inventaris kantor, menjebol beberapa meter pagar dinding dan

merusak berkas serta buku buku perpustakaan.*’

Table. 1.2

Ketua Pengadilan Agama Situbondo Dari Masa Ke Masa

No NAMA MASA JABATAN
1 | Kyai Busyairi 1963 - 1970
2 | KH. A. Chudlory NR 1983 - 1989
3 | Kyali Farasdaq, S.H 1983 - 1989
4 | Drs. H. Rodlin Afif, S.H. 1990 - 1992
5 | Drs. H.M. Yusuf Chotib, S.H. 1993 - 1999
6 | Drs. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.H. 2000 - 2004
7 | Drs. A. Choiri, S.H., M.H. 2004 - 2006
8 | Drs. Ali Rahmat, S.H. 2006 — 2008
9 | Drs. Saheruddin 2008 - 2010
10 | Drs. M. Yasya, S.H. 2010 - 2012
11 | H. Nahison Dasabrata, S.H.,M.Hum. 2012 - 2014

" bid.,
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12

Drs. Muslim, S.H., M.H.

2014 - 2017

13

Drs. Suroso, S.H., M.Hum.

2017 — Sekarang

Visi pengadilan agama situbondo mengacu pada visi mahkamah

agung RI. Sebagai puncak kekuasaan kehakiman dikesatuan republic

Indonesia ( NKRI ) yaitu :

*“ Terwujudnya Pengadilan Agama Situbondo yang Agung

48

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi — misi sebagai

berikut :

a)

Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan

tranparansi meningkatkat sumberdaya yang aparatur.

b)

d)

dan efisien

dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Situbondo

Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

Melaksakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif

Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,

8 1bid.,




42

zakat, infaq, shadagah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam

pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut,

Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :*

a)

b)

d)

Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan
bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi
dan Peninjauan Kembali serta administrasi peradilan lainnya;
Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di
lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan
kecuali biaya perkara);

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum
Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta
sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan
pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang
beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7

tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

9 1bid.,
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f) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan
pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan
terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya; dan

g) Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan
pada tahun hijriyah:>

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima
kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Situbondo, maka
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional

Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan

analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Agama Situbondo Nomor : W13-

A19/2087/0T.01.3/SK/XI1/2010, tanggal 1 Desember 2010 sebegai

implementasi dari Undang-undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik

yang muatannya antara lain sebagai berikut :

a) Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;

b) Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil
kerja dari setiap posisi ;

c) Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap
posisi untuk mengambil keputusan ;

d) Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan
tangung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

e) Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;

% bid.,
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f) Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan
tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan
sistem-sistem yang dibangun;>*

Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa
organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right
sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo

Wilayah hokum Pengadilan Agama Situbondo meliputi seluruh
wilayah kabupaten Situbondo, yang terdiri dari 17 Kecamatan, 2
kelurahan, 189 Desa, sedangkan kepadatan penduduk sebesar 656.691
jiwa dengan perincia menurut Agamanya sebagai berikut :

1. Islam = 646.774 orang / 98.49 %

2. Katoholik = 6.501 orang / 0.99 %

3. Kristen/Protestan = 2.692 orang / 0.41 %

4. Hindu =394 orang / 0.06 %

5. beragama Budha = 328 orang / 0.05 %

Jarak wilayah hukum Pengadilan Agama Situbondo masing —
masing desa / kelurahan juka di ukur dari Pengadilan Agama Situbondo

adalah sebagai beriut :

1 bid.,



Tabel 1.3
DESA %’?(RICI\? DESA %’?(RICI\? DESA
Kec. ARJASA Kec. ASEMBAGUS Kec.
BANYUGLUGUR
Arjasa 17 Asembagus 28 Banyuglugur
Lamongan 19 Gudang 28 Kalisari
Kadungdowo 22 Vx\rri]g?ri]n 31 Kalianget
Ketowan 26 Trigonco 28 Tepos
Bayeman 28 Parante 28 Lubawang
Kayumas 50 Awar-Awar 31 Talempong
Curah Tatal 49 Kedunglo 33 Selobanteng
Jatisari 30 Bantal 37
Kertosari 28
Mojosari 28
Table 1.4
DESA %AP\(RICI\ '; DESA %'?(RICI\})( DESA
Kec. JANGKAR | Kec. JATIBANTENG Kec.
KAPONGAN
Agel 25 Jatibanteng I Sletreng
Pesanggrahan 23 Wringananom Il Kapongan
Palangan 30 Semambung Khusus | Kesambirampak
Kumbangsari 27 Sumberanyar | Khusus | Gebangan
Jangkar 29 Kembangsari | Khusus | Pokaan
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Sopet 30 Curahsuri Khusus | Landangan
Gadingan 30 Patemon Khusus | Wonokoyo
Curahkalak 25 Pategalan Khusus | Peleyan
Curah Cottok
Kandang
Tabel 1.5
DESA ‘EASG'; DESA J(/?(RIG*)( DESA
Kec. KENDIT Kec. MANGARAN N
MLANDINGAN
Kendit 12 Mangaran 10 Mlandingan
Kulon
Bugeman 10 Trebungan 10 Trebungan
Tambakukir 20 Semiring 12 Sumberpinang
Balung 14 Tanjungglugur 14 Selomukti
Klatakan 12 Tanjungkamal 14 Alasbayur
Kukusan 20 Pacinan 14 Sumberanyar
Rajekwesi 31 Campoan
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Table 1.6
DESA J(T(RIG*; DESA J(/?(RIG*)( DESA
Kec. PANARUKAN Kec. PANJI Kec.
SITUBONDO

Kilensari 8 Ardirejo 3 Patokan
Peleyan 8 Mimbaan 3 Dawuhan
Duwet 7 Curahjeru 5 Olean
Gelung 10 Tenggir 6 Talkandang
Alasmalang 3 Panji Kidul 6 Kotakan
Sumberkolak 4 Panji Lor 5 Kalibagor
Paowan 7 Battal 17
Wringin 4 Klampokan 15
Anom

Sliwung 10

Juglangan 7

Tokelan 7

Kayu Putih 7
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Table 1.7%
DESA ‘EAKRIG*; DESA ‘EAKRIG*;
Kec. SUBOH SUMBERMALANG

Suboh 31 Baderan 55
Gunung Putri 42 Tamankursi 60
Cemara 60 Sumberargo 55
Buduan 35 Tlogosari 50
Gunung 30 Palalangan 46
Malang
Ketah 35 Taman 55
Mojodungkul 38 Alastengah 60
Dawuhan 29 Kalirejo 47

Tamansari 50

%2 |pid.,
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B. Penyajian data dan anilisis data
1. Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak
Yang Terjadi Di Pengadilan Agama Situbondo Pada Tahun ( 2014 -
2016)
Ada beberapa putusan dari tahun 2014 — 2016 di Pengadilan

Agama Situbondo sebagai berikut :

Table.1.8
No Tahun Putusan
1 2014 2743
2 2015 2246
3 2016 2130

Melihat perkara yang terjadi dari tahun 2014 — 2016 ada beberapa
penurunan pada tahun ketahun yang terjadi pada perkara perceraian di
Pengadilan Agama Situbondo. Dari beberapa putusan diatas dapat dapat di
spesifikasikan dalam objyek penelitian yaitu putusan yang berkaitan

dengan perkara cerai talak seperti putusan berikut ini :

Table. 1.9
No Tahun Putusan
1 2014 No.0794/Pdt.G/2014/PA.Sit,
No0.0858/Pdt.G/2014/PA.Sit,
No0.640/Pdt.G/2014/PA.Sit

No0.2159/Pdt.G/2014/PA.Sit
No.2103/Pdt.G/2014/PA.Sit

2 2015 No0.0476/Pdt.G/2015/PA.Sit
No.646/Pdt.G/2015/PA.Sit

No0.0480/Pdt.G/2015/PA.Sit
No. 1900/Pdt.G/2015/PA.Sit
No0.2039/Pdt.G/2015/PA.Sit
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3 2016 No0.0324/Pdt.G/2016/PA.Sit
No.1115/Pdt.G/2016/PA.Sit
No0.0032/Pdt.G/2016/PA.Sit
No.1835/Pdt.G/2016/PA.Sit

Dari beberapa putusan perkara yang terjadi pada tahun 2014 —

2016 ada empat belas ( 14 ) putusan yang menjadi obyek penelitian. Maka

empat belas ( 14 ) putususan tersebut dapat dispesifikasikan menjadi tiga (

3) bagian putusan yaitu :

1. Putusan tentang istri yang mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah yaitu
putusan No. 0794/ Pdt.G/ 2014/ PA.Sit, No. 0858/ Pdt.G/ 2014/
PA.Sit, No. 640/ Pdt.G/ 2014/ PA.Sit, No. 0476/ Pdt.G/ 2015/ PA.Sit,
No. 0324/ Pdt.G/ 2106/ PA.Sit, No. 0032/ Pdt.G/ 2016/ PA.Sit.

2. Putusan istri yang mendapatkan nafkah mut’ah dan tidak mendapatkan
nafkah iddah yaitu putusan Nomor 0480/ Pdt.G/ 2015/PA.Sit. Nomor.
646/ Pdt.G/ 2015/ PA.Sit

3. Putusan istri yang tidak mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah yaitu
putusan No. 2103/Pdt.G/2014/PA.Sit, No. 2159/ Pdt.G/ 2014/ PA.Sit, No.
2039/ Pdt.G/ 2015/ PA.Sit, No. 1900/ Pdt.G/ 2015/ PA.Sit, No. 1835/ Pdt.G/
2016/ PA.Sit.

Dari hasil penelitian dengan cara wawancara yang telah dilakukan
peneliti di pengadilan agama situbondo diperoleh data — data sebagai

berikut:
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a. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam dalam memutuskan
Perkara Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut’ah dalam putusan No.
0794/ Pdt.G/ 2014/ PA.Sit, No. 0858/ Pdt.G/ 2014/ PA.Sit, No. 640/
Pdt.G/ 2014/ PA.Sit, No. 0476/ Pdt.G/ 2015/ PA.Sit, No. 0324/
Pdt.G/ 2106/ PA.Sit, No. 0032/ Pdt.G/ 2016/ PA.Sit.

Dalam perkara pemberian nafkah Iddah ada beberapa hal yang
menjadi dasar pertimbangan ditetapkannya pemberian nafkah iddah
pada perkara cerai talag. Dasar pertimbangan yang dimaksud adalah
sebagai berikut:

Majelis Hakim mengeluarkan suatu putusan, tentunya Majelis
Hakim harus menelaah terlebih dahulu apakah ada kecocokan antara
fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan Perundang-
undangan yang ada. Jika telah menemukan kecocokan, maka Majelis
Hakim dapat mengeluarkan yang dinamakan “Amar Putusan”, sesuai
dengan permintaan penggugat yang istilahnya dalam suatu gugatan
disebut “Petitum”>®

Sebelum menjatuhkan amar putusan, tentunya harus melewati
beberapa proses yang salah satu diantaranya adalah tahap pembuktian.

Hal yang harus diperhatikan dalam tahap ini adalah para pihak yang

mengajukan bukti-bukti, Majelis Hakim harus menanyakan terlebih

dahulu kepada pihak tergugat apakah ia keberatan dengan bukti yang

diajukan pihak lawannya atau tidak.

*¥ M. Argom P,Wawancara Majelis Hakim, Situbobondo,24 November 2017
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Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti-bukti ke muka
persidangan adalah tugas daripada pihak itu sendiri, contohnya
mengenai Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2016/PA.Sit . Dalam perkara
cerai talak ini Pemohon berusaha menanggapi tuntutan Tergugat yang
menghendaki nafkah iddah sebesar 1,5 juta selama masa iddah dan
nafkah mut'ah sebesar 500,000 ribu rupiah, termohon yang meminta
nafkah iddah meminta pemohon untuk membayar nafkah iddahnya
sebesar 500.000 ribu dalam satu bulannya, berdasarkan pemeriksaaan
dalam persidangan penggugar rekonvensi ini tidak terbukti nusyuz,
maka sebagai dari perceraian suami diwajibkan untuk member nafkah
selama masa iddah untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum
berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sebagai mana yang di maksud
pasal 41 huruf ( ¢ ) Undang — undang nomer 1 tahun 1974 jo. Pasal
149 dan pasal 152 kompilasi Hukum Islam.

hasil wawancara dengan salah satu panitera mengatakan
bahwasanya :

Apabila bukti tersebut berupa saksi, Majelis Hakim pun harus

memberikan kesempatan kepada pihak tergugat jika ada hal-hal

yang ingin ditanyakan oleh tergugat kepada saksi yang
dihadirkan. Semua alat bukti yang diberikan pemohon harus
disampaikan kepada Majelis Hakim, lalu Majelis Hakim harus

memperlihatkan bukti tersebut kepada para hakim dan pihak
tergugat.”*

> A.Dardiri, Wawancara panitera, Situbondo, 13 November 2017
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Majelis  Hakim yang mengadili  perkara  Nomor
0324/Pdt.G/2016/PA.Sit. memberikan pertimbangan hukum yang inti
pokoknya sebagai berikut:

a. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan selama 3 bulan dan
dalam jangka waktu tersebut kedua belah pihak sudah tidak
melakukan hubungan layaknya suami-istri;

b. Termohon kurang berkenan atas kedekatan Pemohon dengan
keluarganya terutama orang tua Pemohon dan Termohon
mengancam Pemohon untuk bunuh diri jika tidak memenuhi
keinginan Termohon;

c. Pihak keluarga berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak
akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan fakta — fakta yang telah diuraikan diatas, maka
kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak bisa
dipertahankan lagi dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah tidak dapat
diwujudkan oleh kedua belah pihak. Tujuan perkawinan ini telah diatur
dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam

Firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21.
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Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ( Ar — Ruum ayat 21 )

Putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebenarnya
telah memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan, akan tetapi
penekanannya lebih kepada kepastian hukum. Pemenuhan unsur
keadilan dalam perkara ini tidak lain hanya karena Pemohon
menginginkan perceraian agar Pemohon tidak dijauhkan dari
keluarganya oleh Termohon serta ketidakrelaan Pemohon atas
ancaman yang diterima dari Termohon. Sementara unsur kemanfaatan
dari perkara ini adalah putusan Majelis Hakim sangat bermanfaat bagi
kedua belah pihak, karena dengan adanya putusan ini telah meredam
perselisihan yang terjadi selama 3 bulan antara Pemohon dan

Termohon dengan tidak mengabaikan hak-hak Termohon mengenai

nafkah iddah dan nafkah mut’ah, serta pihak Pemohon pun dapat

meluangkan waktu bersama keluarganya kembali.

Hak Ex Officio pada Hakim adalah hak atau kewenangan yang
dimiliki hakim karena jabatannya dan salah satunya digunakan untuk

memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada di dalam tuntutan.

Tentunya karena hak inilah Majelis Hakim dapat memutus lebih dari
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yang diminta mengingat jabatannya tersebut dengan tujuan untuk
memberikan hak yang dimiliki mantan istri. Hal ini pun berlaku secara
mutlak karena Majelis Hakim dalam menjalankan tugasnya harus
bertindak secara aktif dan selalu berusaha agar putusan yang dijatuhi
tersebut benar — benar menyelesaikan perkara dan bersifat adil bagi
kedua belah pihak.

Melihat kemampuan Majelis Hakim yang bisa memberikan
beban nafkah iddah kepada pihak suami karena dianggap mampu dan
istri yang diceraikan tidak memiliki kesalahan, dalam hal ini hakim
bias memberikan hukuman kepada pihak suami yang dinamakan Ex
Officio (walaupun istri tidak menuntut nafkah iddah). Hal ini
berdasarkan asas keadilan yang tertuang dalam Pasal 41 huruf (c)
Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan
bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekassuami untuk
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban
bagi bekas suami”.

Penerapan hak Ex Officio ini dilihat pula berdasarkan
kehidupan masyarakat pada umumnya, yaitu banyaknya dari pihak istri
yang tidak berani menuntut nafkah iddah di karenakan pengetahuan
mereka yang masih sangat minim mengenai hukum di Indonesia ini
dan mengingat banyaknya pihak istri yang masih bergantung pada

suaminya sehingga sebagian besar dari mereka menolak untuk

*® Sugeng haryadi, Wawancara Wakil Panitera, Situbondo, 24 November 2017
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diceraikan. Penerapan Ex Officio ini bertujuan untuk melindungi hak-
hak istri dan mensejahterakan kehidupan mantan istri yang ditalak oleh
suaminya serta sebagai penghibur hati dalam menjalankan kehidupan
setelah ditalak.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak
arqgom sebagai majelis hakim di pengadilan situbondo dari segi dasar
penentuan dasar pemutusan pemberian nafkah iddah dan mut’ah yaitu
sebagai berikut:

Dalam memberikan keputusan kami selaku majelis hakim
mengacu kepada beberapa dasar yang pertama, Kecocokan
antara fakta yang terjadi dengan peraturan perundang —
undangan yang ada, kedua Nafkah iddah yang di bebankan
kepada suami tidak melebihi batas kemampuanya, ketiga
Majelis hakim melihat asas kemanfaatan dan yang ke empat
asas keadilan agar tidak memberatkan pihak suami, dan yang
terakhir yaitu Penerapan hak Ex Officio hakim terhadap istri (
Pasal 41 C Undang — undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)°

Dalam pemaparan hakim Pengadilan Agama Situbondo sebagai
berikut :

Realita yang terjadi di lapangan sebagian besar perceraian
disebabkan oleh pertengkaran atau perselisinan yang terus-
menerus. Perkara perceraian ini pun ada dua jenis yaitu perkara
cerai talak dan perkara cerai gugat. Tidak semua kasus
perceraian berlaku nafkah iddah. Apabila kasus perceraian
tersebut merupakan cerai gugat, maka tidak berlakunya nafkah
iddah karena pihak istri yang mengajukan dan oleh karena itu
ia tidak berhak mendapatkan nafkah iddah.Apabila perceraian
tersebut dikarenakan cerai talag,maka diwajibkan bagi suami
untuk memberikan nafkah iddah maupun nafkah mut’ah yang
layak selama istri yang ditalak bukanlah istri yang nusyuz. Istri
nusyuz adalah istri yang durhaka terhadap suaminya dengan
tidak mematuhi perintah-perintah yang berkaitan dengan norma

*® M. Argom P, Wawancara Majelis Hakim, Situbondo 24 November 2017
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agama. Walaupun perkara tersebut termasuk cerai talak, namun
jika penyebab perceraian tersebut dikarenakan pihak istri
melakukan zina, maka tidak berlaku baginya nafkah iddah.
Sedangkan apabila perceraian tersebut dikarenakan kematian
suaming/a, tentunya pihak istri juga tidak mendapatkan nafkah
iddah. >’

Majelis hakim Pengadilan Agama Situbondo mengatakan
Apabila seorang suami mentalak istrinya maka seorang suami
tersebut harus menyediakan tempat tinggal bagi mantan
istrinya dan hidup satu rumah selama masa iddahnya mantan
istri, apabila mau rujuk seorang mantan suaminya enak tinggal
naik keatas ranjang dan menaiki istrinya.

Maka dalam hal ini seorang yang mentalak istrinya harus
menyediakan tempat tinggal bagi istrinya.

Berdasarkan ayat di atas pula maka Majelis Hakim tidak serta
merta menjatuhkan putusan pemberian nafkah iddah diluar batas
kemampuan suami dan harus disertai dengan bukti — bukti autentik
seperti bukti slip gaji atas nama Pemohon. Pemohon yang tidak
melaksanakan pembayaran nafkah iddah, maka nantinya harus
dilaksanakan eksekusi dan inilah salah satu hambatan atau kendala di
dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Contoh lain apabila suami
memiliki pendapatan sebesar 5 juta tiap bulannya tetapi putusan
Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemberian nafkah iddah sebesar
20 juta tiap bulannya, maka eksekusi tersebut dapat dikatakan mandul

karena Hakim menjatuhkan putusan di luar kemampuan suami.

Suami yang menunda pembayaran nafkah iddah dan nafkah
mut’ah dikarenakan tidak menghadiri persidangan atau tidak

> M. Argom P, Wawancara Majelis Hakim, Situbondo 24 November 2017

%8 Ibid.,
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mampu membayar nafkah iddah tersebut, maka sidang
pengucapan ikrar talak akan yang akan ditunda. Tenggang
waktu penundaan persidangan maksimal selama 6 bulan
sampai Pemohon atau suami mampu membayar nafkah iddah
tersebut. Tenggang waktu 6 bulan diberikan setelah putusan
ijin ikrar talak dibacakan Majelis Hakim dan putusan tersebut
telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemohon atau suami
yang tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah iddah
dan nafkah mut’ah, maka putusan pemberian ijin pengucapan
ikrar talak akan menjadi hangus atau tidak berlaku lagi jika
masa tenggang waktu yang diberikan Majelis Hakim melebihi
6 bulan. Jika suami ingin melanjutkan permohonan perkara
cerai talak tersebut, maka harus didaftarkan kembali dari
awal®®.

b. Ketidaklayakan Mantan Istri Dalam Menirima Nafkah Iddah Dalam
Putusan Nomor 0480/ Pdt.G/ 2015/PA.Sit. Nomor. 646/ Pdt.G/ 2015/
PA.Sit
1) Istri yang tidak patuh pada suaminya atau nusyuz

Dalam putusan No. 646/Pdt.G/2015/PA.Sit dan putusan No.
0480/Pdt.G/2015/PA.Sit. dimana seorang mantan istri tidak mendapat
haknya seperti nafkah iddah karena mantan istrinya nusyuz.

a. Menolak dengan berhubungan dengan suaminya tanpa alasan yang
sah

b. Istri meninggalkan rumah kediamannya tanpa alasan yang sah dan
tanpa izin suami

c. Istri tidak mau mengikuti suaminya dalam hal — hal yang
dibenarkan oleh agama tanpa alasan yang sah

d. Memukul atau menyakiti suami secara fisik

e. Perselingkuhan

%9 Zulfikar, Wawancara Panmud, 13 November 2017
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f. Boros membelanjakan harta bersama atau harta suami termasuk
boros belanja makanan, minuman, dan pakaian.

Adapun nusyuz istri dalam bentuk perkataan adalah sebagai
berikut :

a. Istri mengusir suami dari rumah

b. Menghina dan menyepelekan suaminya. Hal ini terkadang
dilakukan isteri ketika pendidikan suaminya lebih rendah atau
ketidaksetaraan status sosial, dalam hal ini status sosial isteri lebih
tinggi dari suami.

c. Berkata - kata kasar pada suaminya.

d. Menceritakan rahasia suaminya kepada orang lain.
Menceritakan rahasia suami kepada orang lain dapat membawa
kerusakan diri sendiri. Setiap orang memiliki hak privasi.

Isteri yang tergolong nusyuz haknya untuk memperoleh
nafkah iddah dari suaminya pasca perceraian menjadi gugur. Suami
selaku pemohon tidak wajib memberikan nafkah iddah pada isteri
yang nusyuz, sesuai dengan pasal 152 KHI yang telah penulis jelaskan
pada bab II.

Dari hasil wawancara dengan salah satu wanita yang bernama
Budi Atutik Binti Misnadin,

“ engkok tak olle belenjeh iddah jieh cong ye engkok tak taoh

iddeh jieh apah, engkok gun e bherrik pesee belenje bektoh

parak apesa’ah can modhinnah pesse reah belenjeh se e

kaloppae se abittah 3 bulen engkok cong e berrik pesse 3 jutah

pak ratos bik tang lakeh se laapesa, tapeh mareh jieh tak olle
apah — apah pole cong cokop ken jieh kun can, engkok tak
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nuntut apah jek cong se penteng engkok areah apesa bik tang
lakeh, duh mak aberi’eh belenjeh iddah jieh jek bekto gik ak
apesa engkok kakorangan belenjeh sampek engkok reah nyareh
belenjeh dibi’, neng epengadilan engkok reah elapor aki bik
tang lakeh se lambek ekocak engkok reah tak manut ca’en ben
tak ngormateh kareng lakek, ye mon engkok neng eneng beih
cong tekak ekocak de’remmah, polanah engkok alakoh tak
abele ka lakeh can.

Saya tidak mendapatkan nafkah apalagi saya tidak tau nafkah
iddah itu apa, saya Cuma dikasih uang nafkah yang dilupakan
saat perkawinan yang besar nominalnya Rp. 3.400.000 yang
diberikan oleh mantan suami saya, setelah itu saya tidak
mendapatkan apa — apa lagi dari mantan suami saya, tetapi saya
tidak menuntut apa —apa yang penting saya cerai sama suami
saya, gimana mau ngasi nafkah kepada saya, saypun mencari
nafkah sendiri, di Pengadilan saya dilaporkan sama suami saya
bahwa saya tidak mentaati dan tidak mengharmati suami saya,
kalau saya diam saja meskipun dibilang gimana, karna saya
kerja tanpa izin suami katanya.®

Jika dapat disimpulka, bahwasanya seorang mantan istri yang
bekerja tanpa sepengetahuan suaminya maka dapat dikatakan nuzyus
karna tidak mendapatkan izin dari soarang suami.

Nusyuz isteri adalah suatu bentuk kedurhakaan atau
ketidaktaatan isteri terhadap suami baik dalam bentuk perbuatan
maupun dalam bentuk perkataan. Berikut adalah perbuatan-perbuatan

yang tergolong nusyuz isteri.

€ astutik, Wawancara, 5 desember 2017
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C. Seorang Istri Yang Tidak Mendapatkan Haknya Seperti Nafkah Iddah Dan
Mut’ah Yang Ada Pada Putusan No. 2103/ Pdt.G/ 2014/ PA.Sit, No. 2159/
Pdt.G/ 2014/ PA.Sit, No. 2039/ Pdt.G/ 2015/ PA.Sit, No. 1900/ Pdt.G/ 2015/
PA.Sit, No. 1835/ Pdt.G/ 2016/PA Sit.

1) Istri yang selalu melawan dan tidak pernah menganggap
suaminya.
Pada putusan No. 2103/ Pdt.G/ 2014/ PA.Sit, No. 2159/ Pdt.G/
2014/ PA.Sit, No. 2039/ Pdt.G/ 2015/ PA.Sit, No. 1900/ Pdt.G/ 2015/
PA.Sit, No. 1835/ Pdt.G/ 2016/ PA.Sit. Hakim yang hanya
memberikan putusan cerai talak saja dan tidak membebankan nafkah
iddah dan mut’ah pada mantan suminya karena mantan istrinya
tersebut selama masa perkawinannnya tidak pernah taat pada
suaminya, tidak taatnya tersebut ketika mantan istrinya keluar rumah
tidak pernah izin atau memberitahu suaminya dan istrinya malah
marah kemudian karena curiga kepada suaminya yang mencoba
menanyakan kepada istrinya dengan siapa kamu pergi. Setelah didesak
ternyata istrinya mengaku kalau keluar dengan seorang laki laki lain
namun suaminya masih bertahan karena kasihan anak yang peroleh
keduanya.
Istri tanpa sepengetahuan suaminya mempunyai hutang diluar
dengan tanpa izin dan persetujuan suaminya sebagai seorang kepala
rumah tangga, suaminya mengetahuinya dari istrinya yang sedang

menghitung uang setelah ditanya istrinya tidak mau mengakui uang
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darimana dan kemudian istrinya pulang kerumahnya tanpa pamit
kepada suaminya.

Dari hasil wawancara dengan seorang wanita yang diceraikan
menyatakan :

“ engkok apesa bik tang lakeh la olle 4 bulen, engkok tak olle
belenjeh iddah bik mut’ah polanah engkok reah alaben ka lakeh
ben pole engkok aotang pesse polanah tak abele ka tang lakeh
teros polanah engkok kaloar bik reng lakek laen can, jek
engkok gun menta ateragi la e koca selingkuh bik renglakek
laen. Engkok mareh mintah cong tapeh keng bik pengadilan tak
eberrik polanah engkok engak jieh.”

“saya berpisah dengan suami saya sudah 4 bulan, saya tidak
mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah karena saya ini
melawan suami saya dan karna saya meminjam uang tanpa izin
dari suami saya terus karena saya keluar dengan lelaki lain,
padahal saya Cuma minta dianterin sudah dibilang selingkuh
sama lelaki lain. Saya sudah minta nak tapi sama pengadilan
tidak diberikan karena saya kayak itu.”

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya seorang istri yang
melawan suaminya dan kasar terhadap suaminya tidak akan

mendapatkan apa — apa setelah berpisah.
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2. Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Pembebanan Nafkah Iddah Dan

Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak

a.

Istri yang mendapatkan nafkah iddah dan mut’at Pelaksanaan
putusan No. 0794/ Pdt.G/ 2014/ PA.Sit, No.0858/ Pdt.G/ 2014/ PA.Sit,
No. 640/ Pdt.G/ 2014/ PA.Sit, No. 0476/ Pdt.G/ 2015/ PA.Sit, No .0324/
Pdt.G/ 2106/ PA.Sit, No. 1115/ Pdt.G/ 2016/ PA.sit, No. 0032/ Pdt.G/
2016/ PA.Sit.

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyelesaikan perkara
perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara
mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Tapi adanya putusan
pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara
tuntas, melainkan jika putusan tersebut telah dilaksanakan.

Pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama secara garis besar
mengikuti hukum acara perdata, namun terdapat kekhususan yang
berlaku di dalam hukum acara di Pengadilan Agama, meliputi
kewenangan relatif Pengadilan Agama, sifat persidangan, pemanggilan,
pemeriksaan, pembuktian, dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan.

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap
isterinya, maka sesuai pasal 41 (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami
untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu
kewajiban dari mantan suami yang berupa nafkah iddah, mut’ah, dan

hadhanah,.
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Dapat disimpulakan bahwa dalam perkara cerai talak pembebanan
nafkah iddah dan mut’ah tersebut deberikan secara suka rela.

Begitu juga terkait putusan Pengadilan Agama yang amar
putusannya mewajibkan suami membayar hak isteri berupa nafkah iddah
dan mut’ah, maka suami dipaksa untuk membayar, apabila tidak
dijalankan hal yang dilakukan untuk melaksanakan putusan terkait nafkah
tersebut adalah dengan menjual harta kekayaan suami.

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan (eksekusi) adalah
putusan yang sudah mempunai hukum tetap (in kracht van gewijsde).

Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dapat dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan, dalam hal ini
adalah pihak yang dikalahkan. Namun sering terjadi bahwa pihak yang
dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela,
sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan
putusan tersebut secara paksa.

Putusan hakim terhadap perkara cerai talak yang bersifat
menghukum atau yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai
putusan condemnatoir mengharuskan pihak yang dalam amar putusan
dinyatakan dihukum harus melaksanakan putusan tersebut. Hal ini juga
berkenaan dengan kekuatan eksekutorial yang melekat pada suatu
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara cerai talak

biasanya dalam amar putusan yang berbunyi “menghukum pemohon..”
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berkaitan dengan pembebanan nafkah oleh suami terhadap isteri ketika
terjadi perceraian, baik tentang nafkah iddah maupun mut’ah.

Salah satu hakim di Pengadilan Agama Situbondo mengatakan
sebagai berikut :

Pada dasarnya ada dua pelaksanaan putusan terkait nafkah iddah
dan mut’ah di dalam Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum
Acara Perdata. Yang pertama adalah secara sukarela, dimana pihak
suami yang dibebani kewajiban membayar nafkah iddah dan
mut’ah bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Agama dengan
sukarela atau tanpa adanya paksaan. Yang kedua adalah eksekusi,
adapun jenis eksekusi yang berkaitan dengan pembayaran nafkah
iddah dan mut’ah adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang.
Dasar hukumnya adalah Pasal 197 — 200 HIR dan Pasal 208-218
R.Bg. Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran
sejumlah uang, berarti tergugat dipaksa untuk melunasi sejumlah
uang kepada penggugat dengan jalan menjual harta kekayaan
tergugat. Pelaksanaan pembayaran nafkah berdasarkan putusan
hakim seyogyanya dapat diberikan sebelum ataupun setelah
diucapkannya ikrar talak di depan sidang pengadilan. Dengan
demikian, durasi waktu pembayaran  nafkah  tidak
mempengaruhi  perceraian. Artinya meskipun suami belum
membayar nafkah yang telah ditetapkan dalam putusan hakim
tersebut, ikrar talak yang menyebabkan putusnya perkawinan
gPtara suami dan isteri yang besangkutan tetap dapat dilaksanakan.

Hal tersebut terjadi karena tidak adanya produk hukum yang
mengatur tentang batas pembayaran nafkah iddah dan mut’ah. Namun
meskipun begitu, sebagai bentuk perlindungan hak-hak isteri atas
pembebanan nafkah iddah dan mut’ah oleh suami, akan tetapi sebagian
besar hakim di Pengadilan Agama Situbondo memerintahkan suami

selaku pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah sebelum

penjatuhan ikrar talak dilakukan dengan pertimbangan bahwa nafkah

1M Arkom Pamulutan, Wawancara, Situbondo, 24 November 2017
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tersebut dibutuhkan untuk menghidupi isteri dan anak-anaknya. Jika
pembayaran nafkah iddah dan mut’ah tidak dilakukan, maka akan
menunda penjatuhan ikrar talak. Dan apabila selama enam bulan sejak
ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak namun pemohon belum
juga membayar nafkah iddah dan mut’ah tersebut, maka penjatuhan ikrar
talak tidak boleh dilaksanakan.

Dalam hal ini pembayaran nafkah iddah dan mut’ah harus dibayar
sebelum pengucapan ikrar talak tersebut, dikarenakan ditakutkan seorang
mantan suaminya enggan membayar nafkah iddah dan mut’ah tersebut
apabila tidak membayar saat pengucapan ikrar talak, maka disini seorang
hakim memutuskan untuk membayar terlebih dahulu sebelum
pengucapan ikrar talak agar hak seorang mantan terpenihu dan mantan
istri terlindungi dengan keputusan hakim. Dalam hal ini seorang suami
sudah memenuhi kewajibannya yaitu memberikan nafkah iddah dan
mut’ah pada istri yang diceraikannya.

. Istri yang tidak mendapatkan nafkah iddah tetapi dapat nafkah
mu’ah pelaksanaan putusan Nomor 0480/ Pdt.G/ 2015/ PA.Sit.
Nomor. 646/ Pdt.G/ 2015/ PA.Sit, Nomor. 1115/ Pdt.G/ 2016/ PA.sit

Dalam penelitian ini peneliti menemukan Putusan Nomor 0480/
Pdt.G/ 2015/ PA.Sit. Nomor. 646/ Pdt.G/ 2015/ PA.Sit, Nomor. 1115/
Pdt.G/ 2016/ PA.sit. Dimana dalam amar putusan hakim mengizinkan
pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj’i kepada termohon, dan

menghukum pemohon untuk membayar separuh bagian harta bersama
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yaitu satu unit kendaraan roda dua dan menghukum pemohon untuk
membayar nafkah mut’ah sebesar Rp5.000.000,-. Namun sejak
ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak pemohon tidak
datang dan tidak pula menyuruh wakilnya meskipun telah mendapat
panggilan secara sah atau patut hingga enam bulan sejak ditetapkannya
hari penyaksian ikrar talak, maka gugurlah kekuatan penetapan tentang
izin untuk mengikrarkan talak dan perceraian tidak dapat diajukan lagi
dengan alasan yang sama. Dengan demikian maka perkawinan tetap utuh.

Putusan cerai talak biasanya diikuti dengan kewajiban suami
untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah terhadap isteri yang telah
diceraikan, hal ini dikarenakan hakim diberikan kewenangan oleh
undang-undang membebani suami untuk memberikan nafkah iddah dan
mut’ah isteri. Artinya bahwa hakim secara ex officio dapat
menentukan nafkah iddah dan mut’ah sebagaimana yang telah diatur
dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Namun
hakim tentu saja tidak serta merta menghukum suami selaku pemohon
secara ex officio apabila termohon tidak mengajukan gugatan rekonpensi.
Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menghukum pemohon
secara ex officio diantaranya adalah nusyuz tidaknya isteri dan

kemampuan suami secara materi.
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Istri yang tidak mendapat nafkah iddah dan mut’ah dalam
pelaksanaan putusan No. 2103/ Pdt.G/ 2014/ PA.Sit, No. 2159/ Pdt.G/
2014/ PA.Sit, No. 2039/ Pdt.G/ 2015/ PA.Sit, No. 1900/ Pdt.G/ 2015/ PA Sit,
No. 1835/ Pdt.G/ 2016/ PA.Sit.

Namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis,
terdapat banyak perkara dimana dalam amar putusan cerai talak, hakim
hanya mengabulkan permohonan pemohon yaitu menjatuhkan talak raj’i
kepada termohon tanpa menghukum pemohon untuk membayar nafkah
iddah dan mut’ah. Padahal isteri tidak mempunyai penghasilan sendiri
sedangkan suaminya berkemampuan secara materi, seperti beberapa
putusan tersebut, dalam amar putusan hakim hanya mengabulkan
permohonan pemohon yaitu menjatuhkan talak raj’i kepada termohon
tanpa menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah.
Hal tersebut terjadi karena isteri tidak mengikuti proses persidangan
hingga akhir, atau setidak — tidaknya pada saat proses jawab — menjawab.
Isteri tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang
sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah. Panggilan sah adalah
panggilan yang dilakukan oleh pejabat/jurusita, dan panggilan patut
adalah tenggang waktu antara pemanggilan pihak yang berperkara
dengan hari sidang paling sedikit 3(tiga) hari kerja.

Ada putusan yang suaminya tidak mau membayar nafkah kepada
mantan isitri seperti putusan No. 0480/Pdt.G/2015/PA.Sit, dimana

pemohon enggan melaksanakan membayar nafkah iddah dan mut’ah
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karena termohon menuntut rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000 sedangkan

pemohon hanya sanggup membayar Rp. 5.000.000 kepada termohon.

Sehingga pengadilan Agama tidak mengijinkan pemohon melaksanakan

pembacaan ikrar talaknya.

Menanggapi surat perihal pelaksanaan ikrar talak putusan No.
0480/Pdt.G/2015/PA.Sit,  pengadilan  tinggi Agama  situbondo
menyampaikan bahwa :

1) Sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (3), (4), dan (5) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka:

2) Setelah putusan yang salah satu amarnya memberi ijin kepada
pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang
pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka Pengadilan
menentukan  hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan
memanggil suami atau isteri atau wakilnya untuk menghadiri
sidang tersebut.

3) Selanjutnya dalam sidang yang telah ditentukan tersebut, suami
atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik
untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang
dihadiri oleh isteri atau kuasanya.

4) Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak
datang menghadap sendiri atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar

talak tanpa hadirnya isteri atau kuasanya.
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Bahwa pelaksanaan putusan terhadap amar putusan yang berkaitan
dengan kewajiban suami terhadap isteri yang diceraikan, tidak serta
merta harus bersamaan dengan pelaksanaan putusan ijin ikrar talak,
karena prosedurnya (hukum acaranya) berbeda dan pihak yang
melaksanakan juga berbeda. Pelaksanaan amar putusan ijin ikrar
talak tanpa melalui permohonan oleh pemohon namun merupakan
kewajiban bagi Pengadilan, sedang pelaksanaan amar putusan
terhadap kewajiban suami kepada isteri yang diceraikan dan pihak
suami enggan melaksanakan secara sukarela, harus melalui
permohonan dan tahapan — tahapan yang telah ditentukan.
Demikian juga dari segi kewenangan majelis hakim yang
ditunjuk/ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, sedangkan pelaksanaan
amar putusan yang berkaitan dengan kewajiban suami terhadap
isterinya adalah mutlak kewenangan Ketua Pengadilan.

Majelis hakim vyang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
untuk melaksanakan sidang ikrar talak tidak berhak menghalangi
(menunda) pelaksanaan sidang ikrar talak sepanjang pihak pemohon
belum siap melaksanakan kewajibannya terhadap termohon
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan a-quo.

Tugas majelis hakim dalam hal pelaksanaan amar putusan yang
berkaitan dengan kewajiban pemohon terhadap termohon sebatas
mengingatkan pemohon akan kewajiban-kewajibannya, lebih dari itu

bukan termasuk tugas dan kewenangannya.
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C. Pembahasan Temuan
Berdasarkan hasil penyajian data penelitian melalui metode observasi,
wawancara, dokumentasi, serta analisis yang telah dilakukan berdasarkan fokus
masalah yang telah dirumuskan maka disini akan dikemukakan berbagai temuan di
lapangan yang nantinya akan dikomunikasikan dengan teori-teori yang dijadikan
landasan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

1. Pembebanan nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak
dipengadilan agama situbondo pada tahun 2014 — 2015
Dalam putusan No. 0794/ Pdt.G/ 2014/ PA.Sit, No. 0858/ Pdt.G/
2014/ PA.Sit, No. 640/ Pdt.G/ 2014/ PA.Sit, No. 0476/ Pdt.G/ 2015/
PA.Sit, No. 0324/ Pdt.G/ 2106/ PA.Sit, No. 0032/ Pdt.G/ 2016/ PA.Sit.
Dalam putusan — putusan tersebut pihak istri mendapatkan nafkah iddah
dan mut’ah karna seorang mantan istrinya tidak nusyuz ataupun tidak
melanggar suaminya, dalam hal tersebut seorang suami ketika men talak
istrinya maka seorang mantan suami harus memberikan baiya
penghidupan atau nafkah iddah dan mut’ah pada mantan istrinya. Nafkah
iddah dan mut’ah tersebut adalah wajib hukumnya apabila tidak ada “
nusyuz” dalam perkawinannya Sebagai mana yang di jelaskan dalam
undang — undang sebagai berikut :
a. UU No 1 Thl1974 Pasal 41 (c) : “Pengadilan dapat
mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.”
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b. KHI Pasal 81 Ayat 1: “Suami wajib menyediakan tempat
kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau mantan isterinya yang
masih dalam masa iddah”.

c. KHI Pasal 152: “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah
dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.”

d. KHI Pasal 149 huruf a dan b: “bilamana perkawinan putus
karena talak, maka bekas suami wajib:

a) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya,
baik berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut gobla dukhul.
b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama
dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak atau nusyuz
dalam keadaan tidak hamil.”®
Nafkah iddah merupakan biaya kebutuhan hidup bekas istri selama
dalam masa iddahnya yang diperhitungkan secara umum yaitu selama 3
bulan. Kebutuhan tersebut meliputi makanan, kesehatan, pakaian dan
tempat tinggal atau dalam istilah Figih disebut Maskan. Dalam ilmu Fiqih,
masa iddah yang berkaitan dengan perceraian adalah 3 kali masa suci dan
kemudian dilegalkan oleh Undang-undang Perkawinan adalah 3 bulan. Hal
ini tercantum di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No.
1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Bagi seorang wanita yang putus

perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.”

62 Undang — undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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Dalam membebankan nafkah iddah dan mut’ah harus sesuai
dengan kemampuan ataupun kepatutan seorang mantan suaminya, dalam
masa iddah seorang istri tidak berada dalam satu rumah dengan mantan
suaminya dimana yang seharusnya mantan suaminya harus menyediankan
tempat tinggal kepada mantan istrinya. Akan tetapi tetapi dalam realita
masyarakat seseorang yang telah bercerai meskipun masih dalam masa
iddahnya sudah berpisah rumah dalam hal ini sangatlah bertolak belakang
dengan penjelsan teori yang ada seperti yang di jelaskan dalam undang —
undang dan Al — Qur’an.

Ry R

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu ( At — Thaalak ayat 6 )

Sesuai dengan data yang diatas pemutusan hakim pada perkara
cerai talak yang membebankan nafkah iddah dan mut’ah pada suami sudah
sesuai dengan peraturan perundang — undangan yang menjadi dasar dalam
penetapan pembebanan nafkah iddah dan mut’ah.

Dibuktika dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah
satu hakim di Pengadilan Agama Situbondo mengatakan bahwa dalam
penetapan pembebanan nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak

mengacu kepada undang — undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawin.
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2. Pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan nafkah iddah dan
mut’ah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Situbondo
pada tahun 2014 - 2015
Dalam putusan 0480/ Pdt.G/ 2015/PA.Sit. Nomor. 646/ Pdt.G/ 2015/
PA.Sit. Seorang istri yang melanggar ataupun tidak mentaati suaminya
maka dalam hal ini seorang istri tidak mendapatkan nafkah iddah. Dalam
undang — undang telah di jelaskan sebagai berikut :

KHI Pasal 152: “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah

dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.”

w@u\u«.&’cu;mw,cn,\bwgﬁjwwt’a,\d;,
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Artinya “ Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak
acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya
Mengadakan  perdamaian yang sebenar-benarnya, dan
perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu
menurut tabiatnya Kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu
secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak
acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa
yang kamu kerjakan. ( An — Nisa’ ayat 128)%

Di samping UU tersebut, KHI juga mengatur masalah mut’ah,
diantaranya adalah :Pasal 149 :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

% Mushaf Al Azhar. Al quran Dan Terjemah, ( Bandung : Jabal Raudatul Jannah 2010),
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a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa
uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.®*
Pasal 158
Mut’ah diberikan oleh bekas suami dengan syarat :
a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da al dukhul
b. Perceraian itu atas kehendak suami
Pasal 159
Mut’ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut
pada pasal 158
Pasal 160
Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan
suami.
Dalam Al — Qur’an juga di jelaskan sebagai beriku :
a. Al-Qur’an

a) Q.S. Al — Bagarah ayat 236
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Artinya : Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika
kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu
bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan
maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mutah
(pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut
kemampuannya dan orang yang miskin menurut
kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang

A\

£3

8 KHI pasal, 149
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patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-
orang yang berbuat kebajikan. ( Al — Bagarah ayat 236 )

b) Q.S. Al — Bagarah ayat 241 :

L2\N
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Artinya : kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan
oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu
kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Al — Bagarah
ayat 241)

c) Q.S. Al - Ahzab ayat 49
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi
perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu
ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka
sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang
kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka
mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang
sebaik- baiknya. (Al — Ahzab ayat 49 )

Dari ayat diatas dapat di pahami secara umum bahwa seorang suami
yang menceraikan istrinya diperintahkan untuk memberikan mut’ah.
Adapun tentang wajib dan sunnahnya pemberian mut’ah.

Menurut data maupun analisis yang sudah peneliti laksanakan
bahwasanya didalam pelaksanaan putusan yang sudah ditetapkan oleh
hakim kepada suami di tahun 2014 — 2016 sudah banyak yang melaksanan
kewajiban suami untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah kepada

istrinya yang diceraikannya namun terdapat satu putusan yang suaminya
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enggan membayar nafkah mut’ah kepada istri yang diceraikan karena
terlalu besar tuntutan dari istrinya yaitu pada putusan No.
0480/Pdt.G/2015/PA.Sit bahwasanya dalam putusan tersebut yaitu suami
wajib membayar Rp.10.000.000 akan tetapi suami hanya bisa membayar
Rp.5000.000.

Sehingga Hakim memberikan hukuman berupa penundaan
pembacaan ikrar talak selama jangka waktu enam ( 6 ) bulan. Apabila
tetap tidak membayar selama masa waktu yang ditetapkan maka tetap

dikatakan suami istri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan tentang Nafkah iddah dan mut’ah dapat
disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan putusan Hakim maka pembebanan nafkah iddah dan mut’ah
pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2014 —
2016 dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

a. Putusan No. 0794/ Pdt.G/ 2014/ PA.Sit, No. 0858/ Pdt.G/ 2014/ PA.Sit,
No. 640/ Pdt.G/ 2014/ PA.Sit, No. 0476/ Pdt.G/ 2015/ PA.Sit, No. 0324/
Pdt.G/ 2106/ PA.Sit, No. 0032/ Pdt.G/ 2016/ PA.Sit. yang istrinya
mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah alasan hakim memberikan nafkah
iddah dan mut’ah pada soerang mantan istrinya dilakukan jika isteri
mengajukan gugatan rekonpensi terkait nafkah iddah dan mut’ah
ataupun hakim menghukum pemohon secara ex officio untuk membayar
nafkah iddah dan mut’ah berdasarkan beberapa pertimbangan hakim.
Namun pembebanan nafkah iddah dan mut’ah mengalami kendala yang
sering ditemui oleh Pengadilan Agama manapun yaitu ketidakhadiran
isteri selama proses persidangan berlangsung.

b. Putusan Nomor 0480/ Pdt.G/ 2015/PA.Sit. Nomor. 646/ Pdt.G/ 2015/

PA.Sit yang menjadi dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara

78
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cerai talak yang hanya membebankan nafkah mut’ah dikarenakan tidak
ada kepatutan seorang istri dan selalu melanggar ataupun berani terhadap
suaminya, maka dalam hal ini majelis Hakim hanya membebankan
nafkah mut’ah terhadap termohon ( istrinya ). Sesuai dengan undang —
undang yang ada yaitu KHI Pasal 152 yang berbunyi “Bekas isteri
berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia
nusyuz.”

c. Putusan No. 2103/Pdt.G/2014/PA.Sit, No. 2159/ Pdt.G/ 2014/ PA.Sit, No.

2039/ Pdt.G/ 2015/ PA.Sit, No. 1900/ Pdt.G/ 2015/ PA.Sit, No. 1835/ Pdt.G/
2016/ PA.Sit. yang mantan istrinya tidak mendapatkan apa — apa alasan hakim
tidak memberikan nafkah iddah ataupun mut’ah karena termohon selalul
melawan dan termohon selingkuh dengan laki — laki lain yang menjadikan

hakim tidak memberikan termohon nafkah iddah atupun mut’ah.

2. Pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan nafkah iddah dan mut’ah

pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Situbondo 2014 -2016. Terdiri
dari dua cara yaitu :
a. secara sukarela
b. paksa (eksekusi) oleh pengadilan.

Hakim telah berupaya memberikan perlindungan hak - hak isteri
dengan memerintahkan suami selaku pemohon untuk melakukan
pembayaran nafkah iddah dan mut’ah dan dengan melakukan penundaan

sidang pengucapan ikrar talak jika belum membayar nafkah iddah dan



80

mut’ah. Namun tidak adanya peraturan tentang batas wakt
pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah menjadi celah hukum
bagi suami untuk ingkar terhadap putusan yang telah dijatuhkan kepadanya.
Adapun mengenai praktek eksekusi nafkah iddah dan mut’ah jarang terjadi
karena biaya yang dikeluarkan terkadang tidak sebanding dengan jumlah
nafkah yang dibbankan kepadanya.
B. Saran
Setelah menyimak kesimpulan dari hasil penelitian ini maka peneliti
mempunyai beberapa saran yaitu sebagai berikut :
1. Kepada sorang suami yang mentalak istrinya
a. Suami yang menceraikan isterinya sebaiknya tetap memberikan
nafkah iddah dan mut’ah meskipun isteri tidak menuntut apapun,
terutama jika isteri tidak mempunyai penghasilan.
b. Apapun yang menjadi keputusan hakim harus dilaksankan oleh suami
yang menceraikan istrinya tanpa merugikan pihak istri.
2. Kepaada hakim Pengadilan Agama
a. Menetapkan keputusan seadil — adilnya agar pihak istri mendapatkan hak
yang semstinya.
b. Sebaiknya dibuat suatu peraturan perundang — undangan yang
mengatur batas waktu pembayaran nafkah iddah dan mut’ah serta

dibuatnya peraturan yang mengatur sanksi hukum bagi suami yang tidak
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mau melaksanakan amar putusan terkait nafkah iddah dan mut’ah, sebab
perangkat hukum saat ini masih belum dapat memberikan jaminan

terpenuhinya hak isteri setelah diceraikan oleh seuaminya.
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10.

SUSUNAN PERTANYAAN DALAM PENELITAN

Apa pendapat bapak tentang nafkah iddah dan mut’ah ?

Kapan nafkah iddah dan mut’ah di berikan ?

Ketika seorang istri tidak minta nafkah iddah dan mu’ah, apakah hakim biasa
membebankan nafkah pada mantan suami ?

Apakah istri juga bisa tidak dapat nafkah iddah dan mut’ah, istri yang
bagaimana ?

Apa alasan bapak memberikan pembebanan nafkah iddah dan mut’ah pada
mantan suami ?

Sebelum ikrar talak itu dibacakan oleh hakim apakah mantan suami harus
membayar nafkah terlebih dahulu ? alasannya apa !

Bagaimana ketika mantan suami tidak membayar nafkah iddah dan mut’ah,
apa yang harus dilakukan oleh mantan istri ?

Apa kendala bapak saat membebankan nafkah iddah dan mut’ah ?
Bagaimana pembebanan nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak ?
Bagaimana pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan nafkah iddah

dan mut’ah ?
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MATRIK PENELITIAN
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